LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG

TIM KOORDINATOR WILAYAH DALAM RANGKA PEMBINAAN KELEMBAGAAN
DAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Menimbang : a. bahwa pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia
pengadaan barang/jasa pemerintah di
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lingkup Kedeputian
Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
dan Pusdiklat perlu diselaraskan dan disinergikan;

b. bahwa dalam rangka memastikan keefektifan, keselarasan, dan
sinergi pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia
perlu dibentuk Koordinator Wilayah yang anggotanya berasal
dari unit kerja eselon II lingkup Kedeputian Bidang
Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan
Pusdiklat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Deputi
Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
tentang Tim Koordinator Wilayah dalam rangka Pembinaan
Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa.
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG TIM
KOORDINATOR WILAYAH DALAM RANGKA PEMBINAAN
KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

KESATU : Menetapkan Tim Koordinator Wilayah dalam Rangka Pembinaan
Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinator Wilayah dalam Rangka Pembinaan Kelembagaan
dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas
dan tanggung jawab:

a. mengelola, dan memelihara database profil (status, bentuk
dan pejabat/pimpinan, nomor kontak, dll) kelembagaan
pengadaan;

b. merencanakan, mengelola, dan memelihara database profil
(keberadaan dan jumlah) SDM Pengadaan;

c. melakukan koordinasi internal (antar direktorat) terkait
kegiatan pembinaan kelembagaan dan SDM Pengadaan;

d. menyampaikan laporan dan usulan kepada pimpinan
(Direktur dan Deputi) tentang kebutuhan pembinaan
kelembagaan dan/atau SDM pengadaan,;

e. memberikan pembinaan dalam bentuk konsultasi, bimbingan
teknis dan bentuk lainnya terkait dengan kebijakan
kelembagaan dan SDM pengadaan;

f.  melakukan koordinasi dan komunikasi dengan K/L/Pemda
terkait dengan kegiatan dan kebijakan baru tentang
kelembagaan dan SDM pengadaan;

g. menyiapkan kebutuhan  administrasi dan  substansi
pelaksanaan kegiatan pembinaan kelembagaan dan SDM
Pengadaan;

h. membuat laporan tertulis hasil kegiatan pembinaan
kelembagaan dan SDM pengadaan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi
dan konsultasi dengan unit kerja terkait dan melaporkan hasil
kegiatan kepada Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan
Sumber Daya Manusia.

KEEMPAT : Masa kerja tim tidak terbatas Tahun Anggaran sampai ada
kesepakatan selanjutnya.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan
ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
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KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2019

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA,

ttd

ROBIN ASAD SURYO

Tembusan:

Plt. Sekretaris Utama LKPP;

Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP;
Direktur Sertifikasi LKPP;

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan LKPP;

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
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LAMPIRAN

NOMOR
TANGGAL

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA
TENTANG TIM KOORDINATOR
WILAYAH  DALAM  RANGKA
PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN
SUMBER DAYA MANUSIA
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

5 TAHUN 2019

4 MARET 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINATOR WILAYAH DALAM RANGKA PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN
SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KOORDINATOR UNIT KERJA
s WIS WILAYAH ESELON II
1 | Kementerian/ Anita Carollin Direktorat Pengembangan Profesi
Lembaga Besar dan Kelembagaan
Dian Rahmayanti Direktorat Sertifikasi Profesi
Hestri Rokayah Pusat Pendidikan dan Pelatihan
PBJ
Alex Gufron Direktorat Pengembangan Profesi
dan Kelembagaan
Muhammad Wildan Direktorat Pengembangan Profesi
dan Kelembagaan
Dedi Wiranto Direktorat Sertifikasi Profesi
Imam Nawawi Pusat Pendidikan dan Pelatihan
PBJ
2 | Kementerian/ Rovazio Okiiza Direktorat Pengembangan Profesi
Lembaga Kecil dan Kelembagaan
Ketsia Apriliani Laya Direktorat Pengembangan Profesi
dan Kelembagaan
Angga Widita Amirul Pusat Pendidikan dan Pelatihan
PBJ
Dewi Purbandari Direktorat Pengembangan Profesi
dan Kelembagaan
Dwi Kartika Susanti Pusat Pendidikan dan Pelatihan
PBJ
Annisa Erviena Haniev Direktorat Sertifikasi Profesi
3 | Sumatera Anatasia Direktorat Pengembangan Profesi

Bagian Utara

dan Kelembagaan

Inggarrestu
Pradiptaningtyas

Direktorat Pengembangan Profesi
dan Kelembagaan

Erika Magdalena Saragih

Pusat Pendidikan dan Pelatihan
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KOORDINATOR UNIT KERJA
HO WILATAH WILAYAH ESELON II
PBJ
Nur Octavia Benedicta Pusat Pendidikan dan Pelatihan
PBJ
M. Darwis Rambe Direktorat Pengembangan Profesi
dan Kelembagaan
Martdetiara Dewi Kartika Direktorat Sertifikasi Profesi
4 | Sumatera Octo Army Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Bagian Selatan Verawaty Simorangkir Direktorat Pengembangan Profesi
dan Kelembagaan
Lathifah Aini Rahman Direktorat Pengembangan Profesi
dan Kelembagaan
Abdul Hasbi Pusat Pendidikan dan Pelatihan
PBJ
Ade Wahyu Kurniawan Direktorat Sertifikasi Profesi
5 |Jawa Umi Nuraeni Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Beta Romadiyanti Pusat Pendidikan dan Pelatihan
PBJ
Rosi Anindhita Direktorat Pengembangan Profesi
dan Kelembagaan
Galuh Sasi Arini Kirono Direktorat Pengembangan Profesi
dan Kelembagaan
M. Ardian Wibowo Direktorat Sertifikasi Profesi
6 | Kalimantan Adreng Kusuma Direktorat Sertifikasi Profesi
Ayuningtyas
Yoga Nurdani Pusat Pendidikan dan Pelatihan
PBJ
Budi Bowo Laksono Pusat Pendidikan dan Pelatihan
PBJ
Fatma Nugrahaning Nasiti | Direktorat Pengembangan Profesi
dan Kelembagaan
Kiki Rizkiyah Direktorat Pengembangan Profesi
dan Kelembagaan
Tri Angga Putra P Direktorat Sertifikasi Profesi
7 | Nusa Tenggara Miftah Irfaniah Direktorat Sertifikasi Profesi
dan Bali Kemala De Kristie Direktorat Pengembangan Profesi
dan Kelembagaan
Firdo Budi Prasetyo Direktorat Pengembangan Profesi
dan Kelembagaan
Ahmad Khairunnas Pusat Pendidikan dan Pelatihan
PBJ
Kharisma Nur Fauziah Pusat Pendidikan dan Pelatihan
PBJ
Sarah Juliana Direktorat Pengembangan Profesi
dan Kelembagaan
I Nyoman Aditya Wicaksana | Direktorat Sertifikasi Profesi
8 | Sulawesi Rakhma Kusuma Wardhani | Direktorat Sertifikasi Profesi

Yosi Febriani

Pusat Pendidikan dan Pelatihan
PBJ
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KOORDINATOR UNIT KERJA
NG WALACER WILAYAH ESELON II
Riska Oktiviarindi Pusat Pendidikan dan Pelatihan
PBJ
Tonny Hidayat Direktorat Pengembangan Profesi
dan Kelembagaan
Lutfia Banu M. Direktorat Pengembangan Profesi
dan Kelembagaan
Fajar Dwi Saptono Direktorat Sertifikasi Profesi
9 | Maluku dan Heldi Yudiatna Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Papua Manshur Yadli Direktorat Sertifikasi Profesi

Mexi Osmod Sofyan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan
PBJ

Sugiarso Mulia Saputra

Direktorat Pengembangan Profesi
dan Kelembagaan

Ridwan Mardani

Direktorat Pengembangan Profesi
dan Kelembagaan

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,
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ROBIN ASAD SURYO
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